BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis serta pembahasan mengenai
bagaimanakah pengelolaan arsip dinamis pada Bagian Pamdal Sekretriat
Jenderal DPR RI, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan arsip
dinamis pamdal Sekretariat Jenderal DPR RI berjalan cukup baik. Namun
masih terdapat beberapa hal yang belum sesuai dengan kaidah kearsipan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini kami
sampaikan kesimpulan hasil penelitian secara detail sebagai berikut:

1. Aspek Sumber Daya Manusia :

a. SDM di Bagian Pamdal belum memiliki kompetensi yang
dibutuhkan dalam pengelolaan arsip dinamis, hal ini disebabkan
belum semua SDM pengolah arsip mengikuti diklat pengolahan
arsip dinamis.

b. SDM di Bagian Pamdal tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan
dalam pengolahan arsip dinamis, sehingga perlakukan terhadap
arsip di Bagian Pamdal sangat kurang, yang mengakibatkan terjadi
kerusakan terhadap fisik arsip.

c. Jumlah SDM pengolah arsip di Bagian Pamdal tidak sesuai
dengan kebutuhan, sehingga pengolahan arsip dinamis tidak

dapat berjalan dengan baik.
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2. Aspek Sarana dan Prasarana

a. Ruang Penyimpanan Arsip Dinamis di Bagian Pamdal menjadi
satu dengan ruang kerja pegawai, sehingga mengakibatkan
penumpukan arsip yang tidak pada tempatnya;

b. Tidak adanya tempat penyimpanan khusus untuk arsip dinamis,
mengakibatkan arsip — arsip tersebut diletakan pada sembarang
tempat seperti di atas dan di bawah meja kerja pegawai.

c. Tidak adanya ruang penyimpanan, mengakibatkan penemuan
kembali arsip ketika dibutuhkan memerlukan waktu yang sangat

lama.

3. Aspek Kebijakan

a. Sosialisasi Kebijakan yang dilakukan oleh Bagian Arsip, harus
diikuti dengan pengawasan dan evalusi terhadap penerapan di
seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI,
khususnya Bagian Pamdal

b. Kurangnya kontrol pimpinan dan pengawasan dari Bagian Arsip,
terhadap pelaksanaan kebijakan kearsipan menyebabkan
pengolahan arsip dinamis di Bagian Pamdal tidak berjalan dengan

baik.



68

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut penulis sampaikan beberapa
saran untuk memaksimalkan pengelolaan arsip dinamis dalam mendukung
layanan arsip berupa :
1. Aspek SDM:

a. Pimpinan Pamdal dapat berkoordinasi dengan Unit terkait dalam hal
ini Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekjen DPR RI untuk dapat
memberikan pelatihan dan pendiidikan (Diklat) mengenai
pengolahan arsip dinamis kepada SDM Pengolah Arsip di
lingkungan Pamdal.

b. Untuk Unit Kearsipan (Arsiparis), terkait pembinaan dan bimbingan
kearsipan lebih proaktif dalam hal pelaksanaan pembinaan dan

bimbingan kearsipan diharapkan

2. Aspek sarana prasarana :
a. Bagian Pamdal, khususnya Pimpinan, harus menyediakan ruang
khusus untuk media penyimpanan Arsip.
b. Sarana prasarana seperti Lemari Arsip, Filling Kabinet, Boks Arsip,
Folder, Guide serta sarana kearsipan lain, Bagian Pamdal harus
melakukan komunikasi dengan Unit Kerja terkait untuk pengadaan

sarana kearsipan yang dibutuhkan.
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Aspek kebijakan :

Pimpinan Pamdal dapat berkoordirnasi dengan Unit Kearsipan dalam

upaya pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

kearsipan di lingkungan Pamdal.
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